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     Aisyah Karlita. 2025. Pengaruh PPh Badan, PPN, Insentif Pajak dan Administrasi Pajak Terhadap Daya Saing Ekonomi Di Indonesia Dan Negara-negara Kawasan ASEAN. Dibimbing oleh Dr. Ledy Setiawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif PPh badan, PPN, insentif pajak dan administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi di Kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis EViews 12. Penelitian ini melibatkan 11 negara ASEAN sebagai populasi, dan metode sampel purposive yang akan digunakan hanya 5 negara ASEAN yang memenuhi kriteria tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Dana Moneter Internasional dan situs web resmi pajak negara terkait. Berdasarkan hasil penelitian, tarif PPh badan, PPN, dan administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara ASEAN. Adapun insentif pajak berdampak negatif terhadap daya saing ekonomi di negara-negara ASEAN. 
Kata kunci: PPh Badan, PPN, Insentif Pajak, Administrasi Perpajakan, Daya Saing Ekonomi, ASEAN.
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     Aisyah Karlita. 2025. The Effect of Corporate Income Tax, VAT, Tax Incentive and Tax Administration on Economic Competitiveness in Indonesia and ASEAN Countries. Guided by Dr. Ledy Setiawati. This study aims to determine the influence of corporate income tax rates, VAT, tax incentive and tax administration on economic competitiveness in the ASEAN Region. This study uses a quantitative approach with the E-Views 12 analysis tool. This study involved 11 ASEAN countries as a population, and the purposive sample method to be used was only 5 ASEAN countries that met the criteria. The secondary data used in this study was obtained through the International Monetary Fund and the official website of related state taxes. Based on the results of the study, corporate income tax rates, VAT, and tax administration have no effect on economic competitiveness in ASEAN countries. As for tax incentives, it has a negative effect on economic competitiveness in ASEAN countries. 
Keywords: Corporate Income Tax, VAT, Tax Incentive, Tax Administration, Economic Competitiveness, ASEAN.
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1.1 [bookmark: _Toc206445049]Latar Belakang
     Dalam era globalisasi ini memaksa negara-negara untuk meningkatkan daya saing ekonominya dalam menarik investasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daya saing ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting yang dapat menggambarkan kemampuan negara dalam menarik investasi asing, meningkatkan efisiensi sumber daya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
     Berdasarkan laporan dari Institute for Management Development (IMD), daya saing perekonomian Indonesia meningkat dari peringkat 44 pada tahun 2022 menjadi peringkat 34 pada tahun 2023 (Limaseto, 2023). IMD World Competitiveness Ranking (WCR) merupakan publikasi tahunan yang mengukur dan membandingkan lebih dari 60 daya saing ekonomi negara-negara di dunia, dalam lingkup negara ASEAN hanya lima negara yang secara konsisten masuk dalam World Competitiveness Ranking (WCR) tersebut yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 
[image: ]
[bookmark: _Toc205733612][bookmark: _Toc205756261]Gambar 1. 1 Peringkat Daya Saing Ekonomi Kawasan Asia-Pasifik, 2023
Sumber: IMD World Competitiveness Booklet 2023
     Berdasarkan gambar tersebut meskipun daya saing Indonesia meningkat, dalam konteks kawasan ASEAN peringkat Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti negara Singapura dengan skor 97,44 peringkat pertama di wilayah Asia, Malaysia dengan skor 75,75 peringkat keenam dan Thailand dengan skor 74,54 peringkat kedelapan, ketertinggalan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu efisiensi pemerintah, daya saing bisnis dan kualitas infrastruktur. Salah satu faktor yang mencakup efisiensi pemerintahan yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan perpajakan yang tepat dapat mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi.
     Kebijakan perpajakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi yang sering kali mengarah pada tarif pajak yang rendah dan pergeseran dari pendapatan pajak berbasis konsumsi, berdampak pada pendapatan pemerintah dan layanan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andika (2018), Negara -negara dengan kebijakan pajak yang efisien dan kompetitif cenderung lebih sukses dalam menarik investor asing atau Foreign Direct Investment (FDI) sehingga bisa mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Di Kawasan Asia Tenggara, persaingan ini semakin terlihat dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau secara internasional dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) yang berupaya memperkuat integrasi ekonomi di kawasan ini. 
     Kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah suatu organisasi yang berfokus pada aspek geo politik dan ekonomi antara negara-negara di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 600 juta jiwa dan potensi pasar yang besar, telah menjadi tujuan utama bagi investor global. Prasetyo (2016) menjelaskan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN membentuk blok ekonomi global yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, negara-negara tersebut meliputi Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam. Pada tahun 2022 jumlah negara anggota ASEAN bertambah satu yaitu Timor-Leste sehingga jumlah anggota ASEAN saat ini menjadi 11 negara. 
     Negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura telah mengambil langkah proaktif dengan mereformasi kebijakan perpajakan mereka untuk menarik investasi. Di Indonesia, reformasi atau perbaikan peraturan pajak melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah berkontribusi pada peningkatan pengumpulan pajak sehingga rasio pajak meningkat lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.
     Indonesia memiliki rasio pajak yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam yang menyebabkan keterbatasan dalam pendanaan pembangunan infrastruktur dan program sosial pemerintah. Data tersebut dapat dilihat dalam gambar tabel berikut:
[image: ]
[bookmark: _Toc205756262]Gambar 1. 2 Rasio pajak terhadap GDP dibandingkan dengan ekonomi Asia dan Pasifik lainnya dan rata-rata regional, 2022
		Sumber: Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024 ─ Indonesia
     Berdasarkan gambar tersebut menerangkan bahwa proporsi pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di  Indonesia adalah 12,1% pada tahun 2022, lebih rendah 7,3% dibandingkan dengan rata-rata negara di wilayah Asia dan Pasifik (36) yang sebesar 19,3%.  Rasio ini juga lebih rendah 22% dibandingkan dengan rata-rata OECD 34%. Nilai proporsi pajak terhadap produk domestik bruto di Indonesia meningkat sebesar 1,2 poin dari 10,9%  pada tahun 2021 menjadi 12,1%  di tahun 2022. Selama periode antara tahun 2007 hingga 2022, nilai proporsi pajak jika dibandingkan dengan produk domestik bruto di Indonesia menurun sebesar 0,1 poin dari 12,2% menjadi 12,1%. Angka tertinggi untuk nilai proporsi pajak terhadap produk domestik bruto dalam kurun waktu ini tercatat 13% pada tahun 2008, sementara angka terendah 10,1% terjadi di tahun 2020.
     Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya, posisi Indonesia saat ini sepertinya kurang menguntungkan dalam hal kebijakan perpajakan. Beberapa instrumen perpajakan seperti PPh badan dan PPN memberikan dampak positif yang besar terhadap pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Sihaloho, 2020). Meskipun tarif  PPh badan di Indonesia sudah diturunkan dari 25% menjadi 22%,  tarif tersebut masih lebih tinggi dari pada negara-negara tetangga seperti Singapura dengan tarif  17% dan Thailand dengan tarif 20% (World Bank Group, 2020).  Sedangkan dari segi PPN, peningkatan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 akan membawa dampak baik dan buruk. Dampak baiknya adalah akan menghasilkan pendapatan negara yang lebih banyak untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat lokal. Sedangkan, dampak buruk yang akan ditimbulkan diantaranya meningkatnya harga barang dan jasa, meningkatnya inflasi, serta berkurangnya daya beli publik yang pada akhirnya dapat melemahkan konsumsi domestik sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (Mega Putri, 2024).
Selain tarif pajak, insentif pajak yang diberikan oleh negara-negara ASEAN berpengaruh pada arus masuk investasi langsung asing atau FDI (Foreign Direct Investment) yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di ASEAN (Afrianto, 2018). Misalnya, Singapura dengan tarif PPh badan yang lebih rendah dan kebijakan insentif yang ramah terhadap sektor teknologi telah menjadi tujuan utama FDI di kawasan ASEAN (Shira, 2023). Hal ini didukung oleh Ikhsan & Yudianto (2021) dengan penelitiannya yang berjudul Dampak Insentif Pajak terhadap Penanaman Modal Asing Langsung: Kasus Tax Holiday dan Tarif PPh Badan di Indonesia menghasilkan bahwa insentif pajak seperti pajak holiday di Indonesia berpengaruh signifikan positif terhadap FDI.
Kebijakan perpajakan memiliki pengaruh langsung dengan arus masuk FDI, yang merupakan indikator penting dalam mengukur daya saing ekonomi suatu negara. Negara- negara dengan tarif pajak yang kompetitif dan administrasi perpajakan yang sederhana lebih menarik bagi investor asing, terutama di kawasan ASEAN yang sedang berkembang pesat. Misalnya, Singapura dengan tarif PPh badan yang lebih rendah dan kebijakan insentif yang ramah terhadap sektor teknologi telah menjadi tujuan utama FDI di kawasan ASEAN.
Berdasarkan Hasil penelitian Nasution (2020) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi pajak adalah elemen merupakan elemen krusial bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di negara-negara yang sedang berkembang. Efektivitas administrasi pajak dapat dilihat melalui kemudahan membayar pajak, Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Dunia, Indonesia tertinggal dalam indikator Ease of Doing Business, terutama dalam aspek kemudahan membayar pajak (paying taxes). Pada tahun 2020, Indonesia ada di urutan ke-81 dalam indikator tersebut, jauh dibawah Singapura (urutan ke-7) dan Malaysia (urutan ke-12) (World Bank Group, 2020). Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan positif dalam daya saing ekonomi dalam hal kebijakan perpajakan Indonesia di kawasan ASEAN.
Terdapat beberapa penelitian yang membahas perpajakan di ASEAN, seperti studi oleh Hasimah et al. (2019) yang menemukan perbedaan kebijakan pajak pribadi antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN lainnya dan penelitian Zulkarnaen et al. (2020) dengan judul Studi Komparatif Kebijakan Perpajakan Terkait COVID-19 di Negara-negara ASEAN menunjukkan semua negara ASEAN memberikan insentif dan keringanan bagi para pembayar pajak yang terkena pengaruh COVID-19. Sebagian besar negara ASEAN memberikan kebijakan tersebut kepada sektor pariwisata, industri tertentu, karyawan, usaha kecil dan menengah.
Beberapa penelitian tersebut telah mengkaji aspek kebijakan perpajakan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, dan penelitian mengenai bagaimana kebijakan perpajakan  tersebut mempengaruhi daya saing perekonomian Indonesia dan negara lain di ASEAN masih terbatas. Dengan semakin ketatnya persaingan di kawasan ASEAN, penting bagi Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perpajakannya agar tidak tertinggal dari negara-negara tetangga yang yang lebih maju dalam hal reformasi perpajakan. Melalui pemahaman mengenai seberapa besar pengaruhnya kebijakan pajak ini terhadap daya saing ekonomi di negara kawasan ASEAN, penelitian dengan judul “Pengaruh PPh Badan, PPN, Insentif Pajak dan Administrasi Pajak Terhadap Daya Saing Ekonomi Di Indonesia Dan Negara-negara Kawasan ASEAN” diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih baik untuk mendorong investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi negara.
1.2 [bookmark: _Toc206445050]Rumusan Masalah
     Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah tarif PPh badan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand?
2. Apakah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand?
4. Apakah administrasi pajak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand?
1.3 [bookmark: _Toc206445051]Tujuan Penelitian
     Berdasarkan rumusan masalah  yang telah disampaikan oleh peneliti, tujuan  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif PPh badan terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.
1.4 [bookmark: _Toc206445052]Manfaat Penelitian
     Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang membutuhkan. Memberikan manfaat baik dari segi teori maupun secara praktik, sebagai berikut :
a) Manfaat Teoritis
1. Kontribusi pada literatur: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi komunitas akademis dan memberikan kontribusi pada literatur penelitian di masa depan mengenai pengaruh PPh badan, PPN, Insentif pajak dan administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi di Indonesia dan negara-negara ASEAN.
2. Pengembangan Teori: Pengaruh PPh badan, PPN, insentif pajak dan administrasi pajak di Indonesia dan negara-negara kawasan ASEAN dapat membantu memahami implikasi kebijakan pajak yang lebih kompleks dan berbeda-beda di negara-negara ASEAN lainnya terhadap daya saing ekonomi Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana PPh badan, PPN, insentif pajak dan administrasi pajak mempengaruhi daya saing ekonomi khususnya dalam menarik investasi asing.
b) Manfaat Praktis
1. Informasi untuk Pengelolaan Keuangan: Hasil temuan penelitian ini dapat menyajikan data yang bermanfaat untuk perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta bagi para pembuat kebijakan, mengenai bagaimana kebijakan pajak di masing-masing negara mempengaruhi keputusan investasi dan pengelolaan keuangan.
2. Pengembangan Strategi Pajak: Pengaruh PPh badan, PPN, insentif pajak dan administrasi pajak di Indonesia dengan negara-negara ASEAN dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia melalui pengembangan strategi pajak yang lebih efektif dan efisien, serta membantu dalam perumusan kebijakan pajak yang lebih kompetitif untuk menarik investasi asing.
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[bookmark: _Toc206445053]BAB II
[bookmark: _Toc206445054]KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc206445055]Teori Optimalisasi Pajak 
Teori optimalisasi pajak digunakan dalam perancangan kebijakan pajak dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi, instrumen pajak dan tujuan fiskal pemerintah artinya teori optimalisasi pajak merupakan pendekatan normatif dalam kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan distorsi ekonomi sambil tetap memenuhi kebutuhan penerimaan negara yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi (Auerbach & Feldstein, 2002).
Teori optimalisasi pajak menunjukkan bahwa pajak yang optimal seharusnya lebih tinggi pada barang dengan permintaan inelastis, agar dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi tetap minimal (Smith, 2012). Konsep ini relevan dalam konteks tarif PPh badan dan tarif PPN, jika tarif pajak tersebut tidak tepat maka dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan keputusan investasi. Hal ini juga berkaitan dengan insentif pajak yang harus dibuat tanpa mengurangi pendapatan negara. 
Selain insentif pajak, efisiensi administrasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam teori pajak optimal. Administrasi pajak yang rumit dan tidak efisien dapat meningkatkan biaya kepatuhan pajak dan mengurangi efektifitas kebijakan pajak secara keseluruhan. Menurut Slemrod Joel (1990) menekankan bahwa perbedaan dalam kemudahan administrasi pajak akan terus menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, negara dengan kebijakan administrasi pajak yang lebih sederhana dan transparan cenderung lebih berhasil dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan daya saing ekonomi.
2.2 [bookmark: _Toc206445056]Daya Saing Ekonomi
Daya saing ekonomi suatu negara diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan nilai tambah dan kemakmuran bagi warganya dengan menggunakan sumber daya yang sudah ada secara efektif. Daya saing ekonomi menjadi sebuah parameter yang merepresentasikan kemampuan suatu bangsa dalam memproduksi barang dan layanan yang dapat bersaing di pasar internasional sekaligus menjaga atau meningkatkan standar hidup penduduk nya (Okunevičiūtė Neverauskienė et al., 2020).
     Menurut World Economic Forum-WEF (2020) daya saing ekonomi mencakup berbagai faktor seperti kualitas infrastruktur, efektivitas pasar tenaga kerja, tingkat kesiapan teknologi, dan kemampuan inovasi. Faktor ini memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan produktivitas dan menarik investasi, baik domestik maupun asing. Kajian ini juga menyatakan bahwa salah satu langkah jangka panjang dalam fase pemulihan ekonomi yaitu negara-negara harus fokus pada peralihan ke perpajakan yang lebih progresif, memikirkan kembali bagaimana perusahaan, kekayaan, dan tenaga kerja dikenai pajak.
     Dalam Konteks ASEAN, daya saing ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan bisnis dan kebijakan fiskal. Charles Schwab (2019) menyatakan bahwa negara-negara dengan kebijakan perpajakan yang kompetitif, administrasi publik yang efisien, dan infrastruktur yang baik cenderung menunjukkan peningkatan daya saing ekonomi. Dengan demikian, reformasi dalam kebijakan perpajakan dan penyederhanaan regulasi sering kali dianggap penting untuk memperkuat daya saing ekonomi, terutama saat berhadapan dengan persaingan global yang semakin intens.
2.3 [bookmark: _Toc206445057]Pajak
Menurut Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
     Berdasarkan penjelasan Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam buku Thian (2021), pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat diberlakukan secara wajib dan harus dibayar oleh yang berkewajiban sesuai dengan peraturan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi dan digunakan untuk mendanai kebutuhan negara.
     Dalam klasifikasi OECD (2023) istilah “Pajak” terbatas pada pembayaran wajib yang tidak dibayar kepada pemerintah umum atau otoritas supranasional.  Pajak tidak dibayar dalam pengertian bahwa keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah sering kali tidak sebanding dengan jumlah yang mereka bayarkan. Perpajakan secara signifikan mempengaruhi daya saing ekonomi dengan membentuk kebijakan fiskal, di mana kebijakan pajak yang efisien meningkatkan persaingan pajak, menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan suatu negara (Yakusho, 2023). 
2.4 [bookmark: _Toc206445058]PPh Badan
     Menurut  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021, PPh badan adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada badan usaha berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh selama satu masa pajak. Oleh karena itu, objek pajak ini adalah penghasilan, serta setiap potensi keuntungan finansial tambahan yang diterima oleh wajib pajak badan, baik dari sumber domestik maupun internasional yang dapat dipergunakan dan menambah kekayaan wajib pajak dengan berbagai cara. 
     Kebijakan PPh badan secara signifikan mempengaruhi daya saing ekonomi, terutama dalam konteks globalisasi dan persaingan pajak. Ketika negara- negara berusaha untuk menarik tenaga kerja dan modal bergerak, keseimbangan antara tarif pajak dan pendapatan publik menjadi sangat penting. Menurunkan tarif PPh badan dapat meningkatkan daya saing ekonomi dengan menarik investasi; Namun, ini dapat menyebabkan berkurangnya dana publik untuk layanan penting, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Ivashko, 2022).
2.5 [bookmark: _Toc206445059]Pajak Pertambahan Nilai
     Salah satu jenis Pajak yang perlu diperhatikan oleh setiap negara-negara ASEAN adalah pajak yang berkaitan dengan konsumsi, yang dikenal sebagai  Pajak Pertambahan Nilai, atau pajak serupa lainnya. Di antara semua negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN, Indonesia adalah negara yang pertama kali yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (Alim lim, 2020).
     Menurut Kemenkeu Learning Center Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang diterapkan pada konsumsi barang dan jasa dalam wilayah pabean yang  dikenakan  secara  bertahap  di setiap tahap jalur  produksi  dan distribusi. Menurut Investopedia menyebutkan Pajak Pertambahan nilai juga merupakan bentuk umum pajak konsumsi yang harus dibayar di setiap tahap produksi suatu produk, mulai dari penjualan bahan baku hingga pembelian terakhir oleh konsumen.
     Kenaikan tarif PPN di Indonesia akan menyebabkan semakin menurunkan daya saing ekonomi khususnya dalam hal industri dan investasi, karena biaya produksi yang meningkat, dan dampak lain dari adanya kenaikan tarif PPN dapat mengancam penerimaan PPh.
2.6 [bookmark: _Toc206445060]Insentif Pajak
     Insentif  pajak adalah salah satu jenis pengeluaran negara yang biasanya tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, tetapi sebagai pengurangan dari kewajiban pajak. Insentif ini berfungsi sebagai alat fiskal yang sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak bagi wajib pajak di sektor tertentu, dengan harapan dapat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian secara keseluruhan (Mohammad et al., 2021). Terkait dengan hal ini, menurut Ngadiman (2021) menyebut insentif pajak sebagai Incentive Taxation, yang berarti bahwa pajak tersebut diimplementasikan dengan memiliki tujuan untuk merangsang, yang artinya adalah penerapan kebijakan pajak ini tidak hanya untuk mengisi anggaran negara, tetapi juga untuk memicu perkembangan ekonomi.
Indonesia sendiri telah memperbaiki dan memperluas berbagai insentif yang diberikan kepada para pelaku bisnis untuk mendorong masuknya investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Insentif ini meliputi pengurangan pajak untuk investasi dalam jangka panjang, penghapusan bea masuk atau cukai, serta kemudahan dalam proses imigrasi. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai dukungan atau insentif fiskal dan non-fiskal bagi para investor yang berencana untuk menanamkan modal di ibu kota baru Indonesia, Nusantara(Asia Briefing, 2023).
2.7 [bookmark: _Toc206445061]Administrasi Pajak
Administrasi pajak yang efektif sangat penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan negara. Alm et al. (2016) mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama dalam administrasi pajak di negara berkembang adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan maraknya penghindaran pajak. Hal ini sering kali disebabkan oleh kebijakan pajak yang kompleks, kurangnya transparansi, dan keterbatasan kapasitas institusional.
     Di ASEAN reformasi administrasi pajak menjadi agenda penting untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kebijakan perpajakan. Bräutigam et al. (2008) mencatat bahwa penggunaan teknologi, seperti e-filing dan sistem informasi manajemen pajak, telah membantu beberapa negara ASEAN, seperti Singapura dan Indonesia, dalam memperbaiki administrasi pajaknya. Penguatan administrasi pajak merupakan faktor penting untuk menjamin bahwa pemasukan dari pajak dapat digunakan secara efisien untuk kemajuan ekonomi (Ahmad et al., 2024).
2.8 [bookmark: _Toc206445062]Penelitian Terdahulu 
     Penelitian yang menjadikan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini diambil dari penelitian-penelitian yang sejenis dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta didukung oleh teori ilmiah yang andal dan fakta empiris. Penelitian- penelitian tersebut disampaikan dalam tabel berikut :
[bookmark: _Toc190156014][bookmark: _Toc205757503]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Peneliti
	Judul
	Variabel dan Metode
Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Aisyah Aulia et al. (2025)	Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan negara dan Kesejahteraan Masyarakat
	Variabel: Dependen : pendapatan negara dan kesejahteraan Masyarakat
Independen: tarif PPN 12% 
	· Kenaikan tarif PPN menjadi 12% di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan 
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	Peneliti
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	Variabel dan Metode
Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	
	
	Metode: Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis
	masyarakat.
· Kebijakan ini juga memicu kekhawatiran terkait penurunan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah
· meminimalkan dampak negatif kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan subsidi dan bantuan langsung yang terarah, serta memastikan mekanisme pengawasan yang efektif.

	2
	Sopiah Ahmad (2024)	Analisis kebijakan pajak terhadap pertumbuhan Ekonomi di negara berkembang
	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Kebijakan Pajak Metode: pendekatan  empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan
	· Kebijakan pajak dalam perekonomian negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong
· pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan pelayanan publik
kebijakan pajak yang tidak efektif atau tidak adil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi atau sistem perpajakan yang kompleks dan korupsi pajak dapat mengurangi insentif bagi investasi dan usaha.
· Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, negara berkembang perlu menerapkan sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan adil



				
				
Tabel 2.1 Lanjutan
	No.
	Peneliti
	Judul
	Variabel dan Metode
Penelitian
	Hasil Penelitian

	3
	 Ginting & Saptono (2024)
	Innovative Challenges: Exploring Tax Incentive Policies in Indonesia's Special Economic Zones

	Variabel Dependen: Insentif Pajak
Independen: Investasi
Metode : deskriptif Kualitatif
	· Penelitian menemukan bahwa insentif pajak perlu lebih efektif dalam menarik investasi di SEZ. Selain itu, terdapat ketegangan antara kebijakan insentif pajak yang diterapkan Indonesia secara besar-besaran untuk menarik investasi.
· Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengembangkan fasilitas non-pajak dan menerapkan insentif pajak berbasis pengeluaran seperti tunjangan investasi dan kredit pajak.

	4
	Fristia Maulana et al. (2024)	Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
	Variabel Dependen: Kebijakan Pajak
Independen : Pertumbuhan ekonomi
Metode : Hukum Yuridis
	· Tarif PPh yang lebih rendah memiliki korelasi positif dengan peningkatan suatu PDB, Mengindikasikan bahwa tarif PPh dapat mendorong aktivitas ekonomi.
· Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti pembebasan pajak untuk investasi tertentu, terbukti efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

	5
	Sayidina Harahap & Setyorini (2024)	Analisis Dampak Kebijakan Pajak Penghasilan Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia
	Variabel Dependen: tarif PPh badan 
Independen : Investasi asing langsung
Metode : Analisis Statistik Deskriptif
	· Tarif PPh badan berpengaruh signifikan negatif terhadap investasi asing langsung.
· Penetapan tarif PPh badan yang lebih rendah dapat menarik investasi asing langsung.
· Mobilitas modal yang lebih tinggi dapat 
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	menyebabkan penurunan beban pajak atas investasi karena ada pengurangan tarif PPh atas investasi.

	6
	Amanda Rahmawati et al. (2022)	Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak dan Digitalisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
	Variabel dependen: Tarif PPN, Insentif pajak, dan Digitalisasi Perpajakan
Independen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang
Metode :
Kuantitatif
	· Kenaikan tarif  PPN dan Insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang.
· Digitalisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang.
· Secara simultan kenaikan tarif PPN, Insentif pajak dan Digitalisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang.

	7
	Agustina & Hartono (2022)	Dampak Perubahan tarif PPh badan dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia
	Variabel Dependen: tarif PPh dan PPN
Independen : PDB, Konsumsi Swasta dan Pemerintah serta Investasi 
Metode Computable General Equilibrium (CGE) dan data sosial Accounting Matrix (SAM) 2019 sebagai data base.
	· Pemotongan tarif PPh  badan sebesar 3% dan kenaikan tarif PPn sebesar 1% secara bersamaan akan meningkatkan konsumsi pemerintah dan Investasi tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB dan pendapatan rumah tangga.
· Kenaikan tarif PPN memberikan dampak yang lebih kuat terhadap perekonomian.

	8
	Mohammad et al. (2021)	Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia
	Variabel Dependen: Kebijakan Insentif perpajakan 
Independen: Ekonomi makro
Metode : Impulse Response Function 
	· Insentif pajak berpengaruh positif terhadap variabel investasi, PDB, dan pengangguran terbuka
· Insentif pajak berdasarkan tarif pajak terhadap investasi, PDB, dan pengangguran terbuka lebih baik dibandingkan dengan insentif pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak.

	9
	 Aprian & Irawan (2019)
	The Impact of Tax Incentives 
	Variabel: Insentif Pajak dan FDI
	· Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap arus 
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	and IFRS Adoption on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries
	Metode: Random Effect Model
	investasi asing
· Kebijakan Tax Holiday tidak berpengaruh terhadap arus investasi asing.
· Adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap arus investasi asing penerimaan pajak yang berdampak langsung pada rasio  pajak di Indonesia.

	10
	 Cevik & Miryugin (2018)
	Does Taxation Stifle Corporate Investment? Firm-Level Evidence from ASEAN Countries 
	Variabel Dependen: Rasio investasi tetap 
Independen : Beban pajak perusahaan
Variabel Kontrol: Karakteristik perusahaan dan kondisi makro Metode :Analisis Regresi data panel
	 Penelitian ini menemukan bahwa tarif PPh badan yang moderat tidak berpengaruh pada investasi bisnis. Tarif PPh badan akan berpengaruh jika tarif tersebut menjadi lebih tinggi, karena akan meningkatkan biaya penggunaan modal dan mendistorsi alokasi sumber daya.


Sumber: Data Diolah, 2024
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2.10 [bookmark: _Toc206445064]Pengembangan Hipotesis 
2.10.1 [bookmark: _Toc206445065]Pengaruh PPh Badan Terhadap Peningkatan Daya Saing Ekonomi 
     Dalam teori optimalisasi pajak menjelaskan bahwa tarif pajak yang optimal dapat memaksimalkan pendapatan pemerintah tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan distorsi ekonomi, menurunkan investasi dan menurunkan daya saing ekonomi. Sebaliknya jika tarif pajak terlalu rendah dapat mengurangi pendapatan negara, hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik dalam mendukung daya saing ekonomi. 
Tarif PPh badan yang dirancang secara optimal menciptakan insentif untuk meningkatkan tenaga kerja dan efisiensi perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi perkembangan ekonomi, yang merupakan salah satu indikator daya saing ekonomi. PPh badan dan individu mempengaruhi profitabilitas bisnis dan daya beli individu. Negara yang menerapkan tarif PPh badan yang lebih kecil memiliki daya tarik yang lebih besar bagi Perusahaan internasional, karena beban pajak yang lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk menginvestasikan lebih banyak modal dalam pertumbuhan bisnis. Hal ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan.
[bookmark: _Hlk201760049][bookmark: _Hlk201760010]Di negara-negara ASEAN seperti Singapura, Tarif PPh badan yang rendah dan administrasi pajak yang lebih sederhana telah meningkatkan daya tarik negara ini sebagai pusat investasi dan perdagangan internasional. Hal ini dibuktikan dalam penelitian sebelumnya bahwa kebijakan pajak, terutama tarif PPh  badan, secara signifikan mempengaruhi arus masuk FDI dengan meningkatkan daya saing suatu negara, tarif yang lebih rendah menarik investasi, sementara tarif yang lebih tinggi menghalangi mereka untuk berinvestasi (Beljić et al., 2023) dan Kebijakan pajak secara signifikan mempengaruhi FDI dengan menarik investasi, terutama di ekonomi transisi yang kurang berkembang, meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengurangan PPh badan, terutama di mana kecanggihan teknologi lebih rendah (Silajdzic & Mehic, 2022). Hipotesis yang diajukan berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut :
H1 : PPh Badan berpengaruh signifikan negatif terhadap peningkatan daya saing ekonomi 
2.10.2 [bookmark: _Toc205755477][bookmark: _Toc206445066]Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Peningkatan Daya Saing Ekonomi 
     Teori optimalisasi pajak menyatakan bahwa kebijakan pajak harus mencapai dua tujuan utama yaitu menghasilkan pendapatan negara yang memadai dan mengurangi distorsi ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pajak pertambahan Nilai (PPN) menjadi penting karena sifat PPN sebagai pajak konsumsi yang diterapkan pada seluruh rantai produksi hingga ke konsumen akhir. Dalam konteks negara-negara ASEAN, tarif PPN yang optimal dapat bervariasi tergantung pada struktur ekonomi negara masing-masing negara. Misalnya dengan basis konsumsi yang luas seperti Indonesia dan Filipina dapat menetapkan tarif moderat namun tetap mendapatkan pendapatan pajak yang signifikan. Sebaliknya, negara kecil seperti Singapura dapat menetapkan tarif yang lebih rendah tetapi dengan efisiensi administrasi yang baik untuk memaksimalkan penerimaan negara.
     Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah, namun tarif PPN yang tinggi dapat menurunkan kemampuan beli rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang lebih sensitif terhadap perubahan harga barang kebutuhan pokok. Selain itu hal ini juga memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi, mengingat konsumsi adalah salah satu komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain tarif PPN yang lebih rendah dapat mengurangi pendapatan negara sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek Infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian tarif PPN yang optimal adalah yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan  dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta daya saing ekonomi global.
[bookmark: _Hlk201761204][bookmark: _Hlk201761160]     Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh antara efisiensi PPN dan peningkatan daya saing ekonomi, yang menyebutkan bahwa kenaikan PPN mengurangi volume perdagangan, berdampak pada ekspor dan impor, dengan efek yang lebih kuat diamati di sektor ekstraktif dan intensif lokasi, sehingga mengurangi daya saing perdagangan AS secara keseluruhan (Nicholson et al., 2010) dan perubahan tarif PPN mempengaruhi daya saing dengan mengubah dinamika pasar; PPN yang lebih tinggi mengurangi jumlah pesaing, memungkinkan eksportir yang masih hidup untuk menyesuaikan margin dan mendapat manfaat dari berkurangnya persaingan (Andrade & Carré, 2010). Hipotesis yang diajukan berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut :
H2 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan negatif terhadap peningkatan daya saing ekonomi 
2.10.3 [bookmark: _Toc206445067] Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Peningkatan Daya Saing Ekonomi 
Menurut teori optimalisasi pajak yang menyatakan bahwa kebijakan pajak yang efektif adalah kebijakan yang dapat mencapai keseimbangan antar penerimaan negara dan pengurangan beban pajak yang berlebihan bagi wajib pajak, sehingga mampu memicu perkembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Insentif pajak pada dasarnya diberikan dengan tujuan menarik investasi asing sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, apabila insentif pajak tersebut diberikan secara luas dan tidak tepat sasaran, maka hal ini bisa menyebabkan negara mengalami penurunan pendapatan, yang seharusnya pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aspek-aspek penunjang daya saing ekonomi seperti pendidikan, infrastruktur dan hal lainnya yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi.
Pemberian insentif pajak seperti tax holiday, pengurangan pajak, dan   pembebasan pajak memang dimaksudkan untuk menarik investor asing, namun bila diberikan secara tidak tepat sasaran, hal ini dapat berpotensi mengurangi pendapatan negara. Hal ini tentu berdampak buruk, karena hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu insentif pajak ini juga dapat menciptakan ketergantungan pelaku usaha terhadap keringanan insentif pajak yang diberikan, banyak investor yang datang hanya untuk menikmati insentif pajak tanpa memberikan dampak ekonomi yang nyata seperti menciptakan lapangan pekerjaan.
[bookmark: _Hlk201813613][bookmark: _Hlk201813666][bookmark: _Hlk201813654]     Dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi, banyak negara berkembang termasuk Indonesia menerapkan berbagai bentuk insentif pajak. Insentif ini umumnya ditujukan untuk mengurangi beban pajak pelaku usaha, baik melalui pembebasan, pengurangan, atau penangguhan pajak dalam jangka waktu tertentu. Namun, terdapat perdebatan mengenai efektivitas insentif pajak tersebut. Meskipun secara teoritis dapat meningkatkan investasi, dalam praktiknya banyak studi menunjukkan bahwa insentif pajak yang tidak tepat sasaran justru berdampak negatif daya saing ekonomi. Seperti penelitian Kumar et al. (2024) menemukan bahwa insentif pajak perusahaan dapat menarik investasi jangka pendek, namun jangka panjangnya bergantung pada kerangka ekonomi dan kelembagaan yang lebih luas, penelitian ini juga menyoroti potensi trade-off seperti hilangnya pendapatan dan ketimpangan yang berasal dari kebijakan pajak yang dirancang dengan buruk sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain juga menemukan bahwa tanpa restrukturisasi insentif pajak yang tepat hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Appiah-Kubi et al., 2021). Hipotesis yang diajukan berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut :
H3 : Insentif  pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap peningkatan daya saing ekonomi 
2.10.4 [bookmark: _Toc206445068]Pengaruh Administrasi Pajak Terhadap Daya Saing Ekonomi  
     Teori optimalisasi pajak menyatakan bahwa kebijakan perpajakan yang efisien dan mudah diakses dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi biaya kepatuhan dan administrasi. Hal ini didasarkan pada teori Optimal Taxation yang menekankan bahwa pajak yang disusun secara tepat bisa mengurangi distorsi dalam ekonomi dan menaikkan tingkat efisiensi distribusi sumber daya.	
     Administrasi pajak yang efisien, termasuk kemudahan dalam melaporkan dan membayar pajak, memainkan peran penting dalam menarik perusahaan untuk berinvestasi dan berkembang di suatu negara. Proses perpajakan yang rumit dan birokratis mengurangi daya tarik investasi dan meningkatkan biaya kepatuhan. Negara-negara dengan administrasi pajak yang lebih sederhana, seperti Singapura, secara konsisten menempati peringkat tinggi dalam Ease of Doing Business karena bisnis dapat beroperasi dengan efisiensi yang lebih tinggi. 
[bookmark: _Hlk201818358][bookmark: _Hlk201818335]     Studi-studi menunjukkan bahwa penyederhanaan kebijakan perpajakan dan pengurangan birokrasi secara signifikan meningkatkan daya tarik bisnis dan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi. Administrasi pajak yang berkualitas secara signifikan mempengaruhi daya saing pajak suatu negara, menunjukkan dampak jangka panjang pada menarik faktor-faktor produksi seluler dan meningkatkan strategi ekonomi secara keseluruhan (Ievchenko et al., 2015) dan Administrasi pajak yang efektif meningkatkan daya saing ekonomi dengan mengurangi beban peraturan, meningkatkan penyediaan layanan, dan mendorong kerja sama di antara pembayar pajak, yang pada akhirnya mengurangi pengaruh monopoli dalam ekonomi Uzbekistan (Xusan, 2023). Hipotesis yang diajukan berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut:
H4 : Administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan daya saing ekonomi 



2.11 [bookmark: _Toc206445069]Model Penelitian
2.1 Administrasi Pajak
(X4)
Insentif Pajak
(X3)
Pajak Pertambahan Nilai
(X2)
PPh Badan
(X1)


H4 (Sig+)

H1 (Sig-)

H2 (Sig-)


Daya Saing Ekonomi
(Y)



H3 (Sig-)







[bookmark: _Toc190160263][bookmark: _Toc190160585][bookmark: _Toc205731771]Gambar 2. 2 Model Penelitian
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[bookmark: _Toc206445070]BAB III
[bookmark: _Toc206445071]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc206445072]Definisi Operasional
     Definisi operasional variabel berfungsi untuk menjelaskan cara penanganan variabel dengan merinci kegiatan atau proses yang diperlukan untuk melakukan pengukuran variabel itu. Definisi praktis ini penting agar tidak terjadi kesalahan atau kebingungan saat data dikumpulkan. Berikut adalah rincian definisi operasional variabel dalam penelitian ini:
3.1.1 [bookmark: _Toc206445073]Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)
     Daya saing ekonomi dalam penelitian ini dioperasionalkan berdasarkan skor daya saing yang dihasilkan oleh IMD (International Institute for Management Development). IMD adalah lembaga akademik independen yang berbasis di Lausanne, Swiss. IMD dikenal secara global sebagai salah satu institusi terkemuka dalam pendidikan manajemen dan penelitian mengenai daya saing ekonomi. Salah satu kontribusi utama IMD dalam analisis ekonomi global adalah penerbitan IMD World Competitiveness Ranking, yang mengukur dan membandingkan tingkat daya saing berbagai negara di dunia. IMD World Competitiveness Ranking mengukur dan membandingkan tingkat daya saing ekonomi dari berbagai negara dengan menerapkan empat pilar inti, yaitu kinerja ekonomi, efektivitas pemerintah, efektivitas bisnis, dan infrastruktur. Setiap pilar ini diukur melalui serangkaian indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, stabilitas keuangan, kebijakan fiskal, kerangka peraturan, inovasi, teknologi, dan pendidikan.
     Dalam Penelitian ini, daya saing ekonomi dioperasionalkan sebagai skor keseluruhan yang diterbitkan oleh  IMD, yang menggambarkan tingkat daya saing ekonomi suatu negara dalam kaitannya dengan negara-negara lain di ASEAN. Indikator ini digunakan karena telah diakui secara luas dan konsisten dalam mengeluarkan laporan peringkat daya saing ekonomi negara, serta telah digunakan dalam beberapa penelitian. Skor yang dikeluarkan merupakan hasil agregasi dari keempat pilar yang dinilai oleh IMD dan mencerminkan kemampuan negara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Skor diinterpretasikan dalam skala 0-100, semakin tinggi skor, artinya semakin kompetitif negara tersebut. 
     Data skor daya saing ekonomi akan diambil langsung dari IMD World Competitiveness Ranking yang merupakan publikasi tahunan. Skor ini akan digunakan sebagai variabel dependen dalam analisis regresi untuk melihat pengaruh tarif PPh badan, PPN, insentif pajak, dan administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi negara-negara ASEAN.
3.1.2 [bookmark: _Toc206445074]Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)
a. Tarif PPh Badan (X1)
    Tarif PPh badan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai persentase pajak yang dikenakan terhadap badan usaha di masing-masing negara ASEAN. PPh Badan (Corporate Income Tax) Pajak yang dikenakan terhadap laba bersih perusahaan. Tarif PPh Badan dioperasionalkan sebagai tarif pajak  yang dikenakan terhadap pendapatan perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Pemilihan PPh badan sebagai variabel dalam penelitian ini didasarkan pada keterkaitannya dengan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN.
     PPh badan ini berperan langsung dalam mempengaruhi keputusan investasi perusahaan baik yang berasal dari domestik maupun asing. Selain itu, PPh badan lebih mudah dibandingkan dengan PPh orang pribadi, yang memiliki kebijakan tarif progresif serta kompleksitas perhitungan yang berbeda setiap negara. Oleh karena itu, PPh badan menjadi variabel yang lebih tepat dalam mengukur pengaruh antara tarif PPh terhadap daya saing ekonomi di Indonesia serta negara-negara ASEAN yang lain.
Data tentang tarif PPh badan akan diambil dari sumber resmi seperti lembaga pajak terkait pada masing-masing negara. Tarif PPh badan akan diukur dalam bentuk persentase (%) dan digunakan sebagai variabel independen dalam analisis regresi untuk menguji pengaruhnya terhadap daya saing ekonomi. Setiap negara akan dibandingkan berdasarkan besarnya tarif PPh badan yang berlaku.
b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (X2)
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dioperasionalkan sebagai persentase dari pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang serta jasa yang terdapat di suatu negara. PPN merupakan pajak tidak langsung yang diterapkan pada konsumen akhir, tetapi dipungut serta disetorkan oleh produsen atau penjual. Tarif PPN yang digunakan pada studi ini adalah tarif PPN yang secara umum diterapkan di negara tersebut untuk barang dan jasa.
Data tarif PPN akan diambil dari sumber resmi seperti lembaga pajak pada msing-masing negara. Variabel tarif PPN diukur dalam bentuk persentase (%) dari nilai barang atau jasa yang dikenakan pajak, dan dimasukkan sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Perbedaan tarif PPN antar negara ASEAN akan digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap daya saing ekonomi masing-masing negara.
c.  Insentif Pajak (X3)
     Insentif Pajak didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah dalam memberikan keringanan atau fasilitas pajak kepada sektor-sektor atau perusahaan tertentu untuk mendorong investasi, inovasi, dan pembangunan ekonomi. Dalam Penelitian ini, insentif pajak dioperasionalkan sebagai data belanja pajak negara, data ini digunakan karena nilai belanja pajak atau tax expenditure suatu negara menunjukkan jumlah yang perlu diinvestasikan dalam  memberikan insentif pajak. Angka pengeluaran pajak yang dianalisis adalah nilai persentase pengeluaran pajak yang dilakukan dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP). Rasio Tax Expenditure to GDP yang lebih rendah menunjukkan bahwa insentif pajak yang ditetapkan di suatu negara rendah dan jumlahnya sedikit yang artinya meningkatkan daya saing negara, Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa insentif pajak yang ditetapkan tinggi dan jumlahnya banyak maka semakin menurun daya saing ekonomi suatu negara. Informasi mengenai pengeluaran pajak diperoleh dari laporan yang disediakan oleh International Monetary Fund (IMF) dengan rumus sebagai berikut:

d. Administrasi Pajak (X4)
Administrasi Pajak mencerminkan efektivitas pemerintah dalam mengelola dan memungut pajak, yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan para wajib pajak serta keefisienan kebijakan pajak yang ada. Dalam penelitian ini, administrasi pajak diukur menggunakan rasio Tax to GDP, yang menunjukkan seberapa luas basis pajak dalam perekonomian suatu negara. Menurut Kloeden (2011), metode pengukuran kinerja administrasi perpajakan dengan rasio pajak dibandingkan dengan PDB (rasio pajak terhadap PDB). Proksi ini dianggap sebagai cara yang paling sederhana dan mudah, meskipun tingkat ketepatan dalam menghitung PDB cukup krusial.
Rasio Tax to GDP yang lebih rendah menunjukkan bahwa banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercakup dalam kebijakan pajak, yang dapat mencerminkan sistem administrasi pajak yang kurang efektif. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa basis pajak telah mencakup sebagian besar aktivitas ekonomi, yang menandakan administrasi pajak yang lebih baik.
Dalam model regresi, diharapkan terdapat pengaruh positif antara Tax to GDP Ratio dan peringkat daya saing ekonomi, artinya semakin tinggi Tax to GDP semakin baik daya saing ekonomi suatu negara (peringkat IMD meningkat). Data akan diperoleh dari laporan yang dirilis oleh IMF dan World Bank, Dengan Rumus:

3.2 [bookmark: _Toc206445075]Populasi Dan Sampel
     Populasi yang menjadi fokus dalam studi ini mencakup seluruh negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN yang terdiri dari sebelas negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Pendekatan yang digunakan untuk  pengambilan sampel  penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria spesifik. Teknik purposive sampling ini digunakan untuk memilih negara-negara yang memiliki kriteria-kriteria di bawah ini: 
1) Anggota negara-negara ASEAN
2) Menyediakan informasi lengkap tentang tarif PPh badan, tarif PPN, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan administrasi pajak
3) Negara yang masuk di daftar rangking IMD World Ranking Competitiveness. Adanya daftar ranking tersebut membantu peneliti dalam mengidentifikasi negara-negara memikat minat para investor agar dapat memperoleh dana investasi dari luar.
[bookmark: _Toc190160942][bookmark: _Toc206446324]Tabel 3. 1 Kriteria Sampel
     Berdasarkan dari kriteria sampel yang ditentukan untuk penelitian, terdapat sejumlah negara tidak memenuhi kriteria, sehingga akan dikeluarkan dari sampel. Di bawah ini terdapat tabel yang mengindikasikan negara-negara yang termasuk dalam sampel penelitian ini: 

	No.
	Negara-negara ASEAN
	Kriteria 2
	Kriteria 3

	1
	Indonesia
	√
	√

	2
	Malaysia
	√
	√

	3
	Thailand
	√
	√

	4
	Vietnam
	√
	-

	5
	Philipina
	√
	√

	6
	Kamboja
	√
	-

	7
	Singapura
	√
	√

	8
	Myanmar
	√
	-



[bookmark: _Toc206446325]Tabel 3. 2 Lanjutan
	9
	Brunei Darussalam
	√
	-

	10
	Laos
	√
	-

	11
	Timor Leste
	-
	-


Sumber: Data Diolah, 2024
Keterangan: -: Tidak memenuhi Kriteria
	         √: Memenuhi Kriteria
     Berdasarkan tabel yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa hanya ada lima negara yang memenuhi kriteria sampel, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura yang memenuhi kriteria sampel, sehingga negara-negara tersebut masuk kedalam penelitian.
     Periode penelitian dalam suatu studi ditentukan berdasarkan ketersediaan data yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Untuk penelitian ini, jangka waktu yang dipilih adalah dari tahun 2015 hingga 2024, karena data yang diperlukan untuk pengaruh PPh badan, PPN, insentif pajak dan administrasi pajak dan daya saing ekonomi tersedia secara lengkap dalam rentang waktu tersebut.
3.3 [bookmark: _Toc206445076]Jenis Dan Sumber Data 
     Penelitian ini adalah studi kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis dan menganalisis relasi antar variabel dengan menggunakan data yang bersifat numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Dalam studi ini pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menganalisis relasi antara kebijakan pajak terhadap daya saing ekonomi di negara-negara ASEAN, serta untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pajak seperti tarif PPh badan, tarif PPN, insentif pajak dan administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura.
     Studi ini menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan cara pendekatan regresi statistik digunakan untuk melihat pengaruh antara tarif PPh badan, PPN, Insentif pajak dan administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi di negara-negara ASEAN yang diteliti. 
Studi ini menggunakan data sekunder, Data sekunder merupakan  informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpulnya, misalnya melalui individu lain atau dokumen (Sugiyono, 2016:137). Data sekunder yang akan diterapkan pada penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber resmi berikut ini:
a. Tarif PPh badan: Data diambil dari laporan resmi lembaga pajak masing-masing negara ASEAN, serta dari laporan OECD dan World Bank. Data ini mencakup tarif PPh badan di negara-negara ASEAN.
b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Data tarif PPN dikumpulkan dari situs pemerintah dan organisasi internasional seperti OECD, yang menyediakan informasi tentang tarif dan kebijakan PPN di ASEAN.
c. Insentif Pajak: Data insentif pajak menggunakan data pengeluaran pajak, data belanja pajak yang dimaksud adalah proporsi dari pengeluaran  pajak yang dikeluarkan dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). Data ini didapatkan dari publikasi yang dirilis oleh IMF dan World Bank.
d. Administrasi Pajak: Ratio Tax to GDP (Gross Domestic Product) digunakan untuk mengukur efisiensi administrasi pajak di negara-negara tersebut, semakin besar angka ini, semakin efektif pengelolaan administrasi pajak di negara tersebut. Data tersebut akan diambil dari laporan IMF dan World Bank.
e. Daya Saing Ekonomi: Data daya saing ekonomi diukur melalui peringkat daya saing ekonomi yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD) yang mengukur dan membandingkan daya saing ekonomi dari berbagai negara dengan menerapkan empat pilar utama, yaitu kinerja ekonomi, efisiensi sektor publik, efisiensi dunia usaha, dan infrastruktur. Setiap pilar ini diukur melalui serangkaian indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, stabilitas keuangan, kebijakan fiskal, kerangka peraturan, inovasi, teknologi, dan pendidikan.
3.4 [bookmark: _Toc206445077]Teknik Pengumpulan Data
	     Pengumpulan informasi dilaksanakan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mencapai sasaran penelitian Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan pendekatan dokumentasi, yaitu mengakses data dari sumber-sumber sekunder yang relevan dan valid seperti situs resmi pemerintah, lembaga internasional, serta publikasi statistik. Data dikumpulkan dan diolah untuk dianalisis lebih lanjut. Sugiyono (2016:240) menyebutkan bahwa dokumen merupakan rekaman dari peristiwa yang telah terjadi, dan bisa berupa teks, foto, atau karya-karya penting lainnya. Metode dokumentasi diterapkan dalam pengumpulan informasi karena informasi yang diakses oleh peneliti adalah informasi sekunder yang berbentuk laporan tahunan tentang pendapatan negara.
3.5 [bookmark: _Toc206445078]Alat Analisis Data
     Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah EViews 12, sebuah perangkat lunak statistik yang sering digunakan untuk analisis data ekonomi dan keuangan, terutama dalam regresi dan time series analysis. Dengan menggunakan EViews 12, analisis regresi dapat dilakukan secara sistematis dan efisien, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang kuat mengenai pengaruh antara PPh Badan, PPN, Insentif Pajak dan Administrasi Pajak terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN.
3.6 [bookmark: _Toc206445079]Teknik Analisis Data
3.6.1 [bookmark: _Toc206445080]Analisis Deskriptif 
      Ghozali (2013:19) menyebutkan bahwa statistik deskriptif memberikan ilustrasi atau representasi mengenai suatu data melalui angka rata-rata (mean), varian, deviasi standar, angka maksimum, angka minimum, total, rentang, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif memiliki peran agar dapat merangkum serta menyajikan data yang awalnya kompleks atau sulit dimengerti menjadi informasi yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif yang digunakan mencakup  angka rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan deviasi standar. Data deskriptif dari setiap negara ASEAN akan ditampilkan melalui tabel, grafik, serta diagram agar dapat memberikan gambaran tentang tarif pajak, administrasi pajak, dan insentif pajak di setiap negara.
3.6.2 [bookmark: _Toc206445081]Metode Regresi Data Panel
Data panel yaitu gabungan antara data time series dan data silang atau cross section. Menurut A. Basuki & Tri Prawoto (2017) ada tiga model pendekatan yang dilakukan dalam pemilihan model yaitu:
a. Common Effect Model (CEM)
Model ini merupakan model yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data time series dengan data cross section, dan selanjutnya estimasi model dengan menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Dalam model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan Andika (2018)Andika (2018), Negara -negara dengan kebijakan pajak yang efisien dan kompetitif cenderung le.
b. Fixed Effect Model (FEM)
pada model ini mengasumsikan bahwa perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama antar objek dan antar kurun waktu. Dalam model ini variabel boneka atau dummy variabel dimasukkan untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit maupun antar waktu (A. Basuki & Tri Prawoto, 2017). Pendekatan ini biasa disebut Least Square Dummy Variabel (LSDV).
c. Random Effect Model (REM)
Model ini digunakan untuk mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu (A. Basuki & Tri Prawoto, 2017). Heteroskedastisitas dapat dihilangkan dengan menggunakan model ini.
     Untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan dalam penelitian yaitu: 
1. Uji Chow, Uji ini digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara CEM dan FEM yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel (A. Basuki & Tri Prawoto, 2017). Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk Cross-Section F, jika nilainya > 0,05 maka model yang terpilih yaitu CEM, sebaliknya jika nilai probabilitasnya < dari 0,05 maka model yang terpilih adalah FEM.
2. Uji Hausman, Uji ini digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel (A. Basuki & Tri Prawoto, 2017). Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai Cross-Section Random, jika nilai probabilitasnya > dari 0,05 maka dapat disimpulkan model yang terpilih yaitu REM dan jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka dapat disimpulkan model yang terpilih yaitu model FEM.
3. Uji Lagrange Multiplier, Uji ini digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara CEM dan REM yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel (A. Basuki & Tri Prawoto, 2017). Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai Cross-Section Breusch Pagan, jika nilai probabilitasnya > dari 0,05 maka dapat disimpulkan model yang terpilih yaitu CEM dan jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka dapat disimpulkan model yang terpilih yaitu model REM.
3.6.3 [bookmark: _Toc206445082]Uji Asumsi Klasik
     Analisis data yang  diterapkan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linear berganda. Ketentuan untuk melaksanakan analisis regresi adalah data yang dipakai perlu memenuhi kriteria untuk pengujian asumsi klasik. Di bawah ini adalah penggunaan empat uji asumsi klasik yang akan diterapkan. Penerapan keempat uji asumsi klasik tersebut disebabkan oleh fakta bahwa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data panel,  yang merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section (Gujarati, 2006:4).
a. Uji Normalitas
	Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual menunjukkan pola distribusi normal. Sebagaimana diakui, bahwa uji t dan F menganggap bahwa nilai-nilai residual memiliki distribusi normal. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi, maka pengujian statistik menjadi tidak sah (Ghozali, 2013:154). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah metode dengan metode Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dengan metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (JB). Deteksi dengan metode ini dapat dilihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) sebagai berikut: 
Jika nilai probabilitas > 0,05 maka disimpulkan data berdistribusi normal 
Jika nilai probabilitas < 0,05 maka disimpulkan data berdistribusi tidak normal
b. Uji Heteroskedastisitas
     Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat perbedaan variansi dari residual antara satu observasi ke observasi yang lain. Jika variansi dari residual antar satu observasi ke observasi lain tetap konsisten, maka fenomena ini disebut Homoskedastisitas sedangkan jika bervariasi maka istilah yang digunakan adalah Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:134) Data yang dianggap berkualitas adalah data yang memenuhi kriteria Homoskedastisitas. Metode untuk mendeteksi keberadaan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam data yang akan dianalisis, peneliti mengaplikasikan uji glejser. Gujarati (2003)  mengemukakan bahwa uji glejser dilakukan dengan melakukan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi dan data lolos uji heteroskedastisitas.
c. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi ditemukan adanya keterkaitan antar variabel bebas (independen). Sebuah model regresi yang efektif seharusnya tidak menunjukkan adanya  keterkaitan di antar variabel independen tersebut. Ada beberapa metode untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah multikolinearitas dalam model regresi yaitu dengan memperhatikan nilai korelasi antar variabel bebas, jika koefisiensi <0,80 maka dapat disimpulkan data lolos uji multikolinearitas sebaliknya, jika nilai koefisiensi >0,80 maka dapat disimpulkan data tersebut mengalami masalah multikolinearitas (Ghozali, 2017).
d. Uji Autokorelasi
     Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu dalam periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linear.  Adanya autokorelasi disebabkan oleh pengamatan yang berurutan dalam waktu yang saling bekaitan satu dengan yang lainnya. Ghozali (2013:107) mengemukakan bahwa model regresi yang ideal adalah regresi yang tidak mengandung autokorelasi. Dalam model regresi, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi. 
Metode yang biasa diterapkan untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi adalah melalui uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson adalah metode untuk mengukur autokorelasi yang menilai autokorelasi pada residual. Berdasarkan uji Durbin-Watson model regresi yang dianggap bebas dari autokorelasi apabila nilai DW>DU dan (4-DW)>DU. Uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan regresi data panel. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidak berarti (A. T. Basuki & Yuliadi, 2015).
3.6.4 [bookmark: _Toc206445083]Uji Kelayakan Model
a. Uji F
     Uji F berfungsi sebagai evaluasi kelayakan model dan merupakan langkah pertama untuk menentukan apakah model regresi bisa atau tidak bisa diterapkan. Bisa diterapkan disini artinya model telah diestimasi dapat digunakan sehingga dapat menjelaskan dampak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Keputusan untuk melakukan uji F didasarkan pada fakta bahwa jika angka signifikansi F hitung kurang dari tingkat kesalahan 0,05 maka model regresi yang diestimasi dianggap bisa diterapkan dan sebaliknya,  apabila angka signifikansi F hitung lebih dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak memenuhi syarat untuk bisa digunakan.
b. Nilai R2  (Koefisiensi Determinasi)
     Nilai dari koefisien determinasi terletak antara 0 < 𝑅2 < 1. Ketika model regresi diterapkan dengan baik dan diestimasi secara akurat, maka semakin tinggi nilai 𝑅2 menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan dari persamaan regresi, yang berarti prediksi terhadap variabel kriterion semakin bagus (Supriyanto & Maharani, 2012:65). Dasar penentuan keputusan  pengujian koefisien determinasi (𝑅2) adalah sebagai berikut:
1. Jika R2 = 0,  hal ini menandakan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika R2 semakin besar mendekati 1 hal itu menandakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat signifikan.
3. Jika R2 semakin kecil mendekati 0 menandakan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kurang signifikan.
     Koefisien determinasi mempunyai kelemahan dalam penerapannya yaitu setiap kali satu variabel independen ditambahkan, nilai 𝑅2 pasti akan meningkat terlepas apakah suatu variabel tersebut membawa pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk menghindari terjadi adanya bias sejumlah ahli merekomendasikan penggunaan nilai adjusted 𝑅2 ketika menilai kualitas model regresi yang baik (Ghozali, 2006).
3.6.5 [bookmark: _Toc206445084]Analisis Regresi Berganda
Metode regresi ini diterapkan agar dapat mengasumsi bahwa terdapat hubungan linear antara pengaruh variabel tarif PPh badan, tarif PPN, insentif pajak dan administrasi pajak dengan daya saing ekonomi. Dalam penelitian ini model regresi  linear berganda digunakan untuk meneliti keterkaitan antara variabel terikat dan variabel bebas yaitu:
Y =  0​+β1​X1​+β2​X2​+β3X3​+β4X4+ϵ………….…………….….………………3.1


Penjelasan dari setiap komponen rumus ini:
· Y: Variabel dependen, yaitu daya saing ekonomi yang diukur dengan peringkat IMD.
·  0: Intersep atau konstanta, yang merupakan nilai Y ketika semua variabel bebas bernilai 0.
· β1, β2, β3, β4​: Koefisien regresi yang menggambarkan seberapa besar dampak dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat Y.
· X1​: Tarif PPh badan.
· X2​: Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
· X3​: Insentif pajak, yang diukur dengan total belanja pajak terhadap PDB.
· X4​: Administrasi pajak, yang diukur dengan Tax to GDP Ratio.
· ϵ: Error term atau gangguan yang mengukur variasi dalam Y yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen.
     Pada intinya analisis regresi memiliki tujuan agar dapat menentukan persamaan regresi dengan menambahkan variabel secara bertahap untuk mengenali pengaruh yang sangat signifikan sampai hingga yang kurang signifikan.
3.6.6 [bookmark: _Toc206445085]Uji Hipotesis
     Pengujian statistik t diterapkan untuk menentukan apakah signifikan atau tidaknya pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara individual dengan batas keyakinan 95% dan batas kesalahan 5% (Sarwono, 2007:167). Dalam uji ini adapun ketentuannya yaitu: 
a. Apabila probability ≤ 0,05 dan koefisien regresi berarah negatif maka terdapat adanya pengaruh antara variabel PPh badan, PPN, dan insentif pajak terhadap daya saing ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2, H3 dapat diterima.  Sebaliknya jika probability > 0,05 atau koefisien regresi berarah positif maka tidak terdapat pengaruh antara variabel PPh badan, PPN, dan insentif pajak terhadap daya saing ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2, H3 ditolak.
b. Apabila probability ≤ 0,05 dan koefisien regresi berarah positif maka terdapat adanya pengaruh antara variabel Administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 dapat diterima.  Sebaliknya jika probability > 0,05 atau koefisien regresi berarah negatif maka tidak terdapat pengaruh antara variabel administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.
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[bookmark: _Toc206445086]BAB IV
[bookmark: _Toc206445087]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc206445088] Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada negara-negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yaitu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). ASEAN didirikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di Kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan negara-negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Negara lainnya yang masuk ke dalam anggota ASEAN yaitu Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Timor Leste yang baru bergabung pada tahun 2022. Sehingga jumlah anggota ASEAN sekarang yaitu berjumlah 11 negara.
	Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada lima negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pemilihan negara-negara tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang konsisten dan keterlibatan aktif negara-negara tersebut dalam pelaporan indikator daya saing ekonomi melalui IMD World Competitiveness Ranking yang menjadi sumber data utama untuk variabel dependen dalam penelitian ini.
	Kelima negara ini merepresentasikan variasi dalam kebijakan fiskal, struktur kebijakan perpajakan, serta pendekatan administrasi pajak. Masing-masing negara memiliki karakteristik ekonomi dan kebijakan fiskal yang berbeda, yang memberikan gambaran komparatif yang relevan untuk menilai bagaimana kebijakan pajak seperti tarif PPh badan, tarif PPN, Insentif pajak dan Administrasi Pajak mempengaruhi daya saing ekonomi mereka. Serta dengan menelaah dinamika kebijakan perpajakan dan administrasi fiskal dari kelima negara ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kebijakan perpajakan terhadap daya saing ekonomi di kawasan ASEAN serta implikasinya bagi Indonesia sebagai negara berkembang di tengah persaingan ekonomi regional.
4.2. [bookmark: _Toc206445089]Analisis Statistik Deskriptif
	Analisis statistik deskriptif disajikan dalam bentuk nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nilai rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Hasil Analisis Statistik Deskriptif ditampilkan pada tabel berikut: 
[bookmark: _Toc200704806][bookmark: _Toc206446308]Tabel 4. 1 Hasil uji statistik deskriptif
[image: ]
Sumber: Hasil olah data E-Views 12, 2025
	Berdasarkan hasil tabel 4.1 dapat dilihat bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yaitu sebanyak 50. Jumlah tersebut berasal dari 5 negara ASEAN yang merupakan sampel dalam penelitian ini, 5 negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura yang memiliki data lengkap dari tahun 2015-2024.
	Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa daya saing ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 52,01 dan nilai maksimum sebesar 100. Hasil tersebut menunjukkan bahwa daya saing ekonomi negara-negara ASEAN yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 52,01 sampai 100 dengan nilai rata-rata 75,61 dan standar deviasi 13,81. Daya saing ekonomi tertinggi dimiliki oleh negara Singapura pada tahun 2019,2020 dan 2024, sedangkan daya saing ekonomi terendah dimiliki oleh negara Filipina pada tahun 2021.
	Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tarif PPh badan mempunyai nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 30. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya tarif PPh badan negara-negara ASEAN yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 17 sampai 30 dengan nilai rata-rata 22,60 pada standar deviasi 4,12. Tarif tertinggi ditetapkan oleh negara Filipina pada tahun 2015-2021 dan tarif terendah ditetapkan oleh negara Singapura pada tahun 2015-2024.
	Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 12. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya tarif PPN negara-negara ASEAN yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 6 sampai 12 dengan nilai rata-rata 8,56 pada standar deviasi 2,27. Tarif tertinggi ditetapkan oleh negara Filipina pada tahun 2015-2023 dan tarif terendah ditetapkan oleh negara Malaysia pada tahun 2015-2024.
	Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai insentif pajak mempunyai nilai minimum sebesar 13,60 dan nilai maksimum sebesar 27,19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai insentif pajak negara-negara ASEAN yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 13,60 sampai 27,19 dengan nilai rata-rata 20,44 pada standar deviasi 4,09. Nilai tertinggi dimiliki oleh negara Filipina pada tahun 2021 dan nilai terendah dimiliki oleh negara Singapura pada tahun 2017.
	Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai administrasi pajak mempunyai nilai minimum sebesar 12,35 dan nilai maksimum sebesar 22,46. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai administrasi pajak negara-negara ASEAN yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 12,35 sampai 22,46 dengan nilai rata-rata 18,64 pada standar deviasi 2,60. Nilai tertinggi dimiliki oleh negara Thailand pada tahun 2015 dan nilai terendah dimiliki oleh negara Indonesia pada tahun 2020.
4.3. [bookmark: _Toc206445090]Pemilihan Model Data Panel
	Dalam penelitian ini untuk menentukan model estimasi data panel dilakukan tiga pendekatan yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM), Untuk menentukan model yang dipilih menggunakan tiga uji yaitu uji Chow untuk menentukan antara Fixed Effect Model dan Common Effect Model, Uji Hausman untuk menentukan Fixed Effect Model dan Random Effect Model dan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan antara Common Effect Model dan Random Effect Model. Berikut disajikan hasil regresi menggunakan ketiga model tersebut: 
1) Uji Chow
[bookmark: _Toc200704807][bookmark: _Toc206446309]Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow
[image: ]
     Sumber: Hasil olah data E-Views 12, 2025
	Berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai Statistik Cross-Section Chi-Square sebesar 44,637251 dengan nilai Probability 0,0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 (0,0000<0,005 Sehingga dalam uji Chow ini model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).
2) Uji Hausman
[bookmark: _Toc200704808][bookmark: _Toc206446310]Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman
[image: ]
     Sumber: Hasil pengolahan E-Views 12, 2025
	Nilai distribusi statistik Cross-Section Random Chi Square berdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar 59,114756 dengan nilai Probability 0,0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 (0,0000<0,05). Sehingga dalam uji Hausman ini, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

3) Uji Lagrange Multiplier
	Uji Lagrange Multiplier dalam penelitian ini tidak dilakukan, karena pada uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa metode yang terpilih ialah Fix Effect Model (FEM). Sedangkan Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk membandingkan dan memilih model terbaik antara Common effect Model (CEM) atau Random Effect Model (REM).
      Berdasarkan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Maka pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Menurut A. T. Basuki & Yuliadi (2015) pada regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas saja yang diperlukan.
4.4. [bookmark: _Toc206445091]Uji Asumsi Klasik
4.4.1. [bookmark: _Toc206445092]Uji Normalitas
     Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah sebuah data mengikuti ataupun mendekati ataupun distribusi normal atau tidak, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc199357361][bookmark: _Toc199357452][bookmark: _Toc205731862]Gambar 4. 1 Hasil uji normalitas
[image: ]
Sumber: Hasil olah data E-Views 12, 2025     
		Berdasarkan pada Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,825463 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 (0,825463>0,05). Sehingga bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
4.4.2. [bookmark: _Toc206445093]Uji Multikolinearitas
     Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Apabila nilai koefisiensi korelasi diatas 0,80 maka menjadi pertanda bahwa terjadi multikolinearitas.
	[bookmark: _Toc200704809]
	X1
	X2
	X3
	X4

	X1
	1,00000000
	0,6322603
	0,39456525
	0,05549726

	X2
	0,63522603
	1,0000000
	-0,0818427
	-0,3381449

	X4
	0,39456525
	-0,0818427
	1,0000000
	0,65824650

	X4
	0,05549726
	-0,3381449
	0,65824650
	1,00000000


[bookmark: _Toc206446311]Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber: Hasil olah data E-Views 12, 2025
		Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui jika nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,63522603. Nilai korelasi antara X1 dan X3 sebesar 0,39456525. Nilai korelasi antara X1 dan X4 sebesar 0,05549726. Nilai korelasi antara X2 dan X3 sebesar -0,0818427. Nilai korelasi antara X2 dan X4 sebesar -0,3381449. Nilai korelasi antara X3 dan X4 sebesar 0,65824650. Dapat diketahui semua data kurang dari 0,80 (<0,80), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.
4.4.3. [bookmark: _Toc206445094]Uji Heteroskedastisitas
     Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah adalah uji Glejser. Apabila output mempunyai nilai probabilitas >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkandung heteroskedastisitas.
[bookmark: _Toc200704810][bookmark: _Toc206446312]Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
[image: ]
	     Sumber: Hasil olah data E-Views 12, 2025
     Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,05 artinya data terbebas dari heteroskedastisitas.
4.5. [bookmark: _Toc206445095] Uji Kelayakan Model
[bookmark: _Toc206446313]Tabel 4. 6 Hasil Uji F dan Uji Koefisiensi Determinasi
[image: ]
Sumber: Hasil olah data E-Views 12, 2025
4.5.1 [bookmark: _Toc206445096]Uji F
	Berdasarkan tabel 4.6 Diatas, maka dapat diketahui nilai F-Statistic sebesar 51,64 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
4.5.2 [bookmark: _Toc206445097]Uji Koefisiensi Determinasi (R2)
	Analisis koefisiensi determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisiensi determinasi yang mendekati nol berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai koefisiensi determinan yang mendekati satu berarti variabel independent hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
	Pada tabel 4.6 Dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,89 artinya kemampuan variabel dependen sebesar 89% sedangkan sisanya sebesar 11% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model. Artinya variabel PPh badan, PPN, insentif pajak dan administrasi pajak sebesar 89% dapat menjelaskan daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN, sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4.6. [bookmark: _Toc206445098]Analisis Regresi Linear Berganda
	Berdasarkan pemilihan model regresi data panel yang telah dipilih melalui uji Chow dan uji Hausman, maka penelitian ini menggunakan model estimasi Fixed Effect Model (FEM). Berikut hasil regresi data panel dengan model FEM:
[bookmark: _Toc200704811][bookmark: _Toc206446314]Tabel 4. 7 Model Fixed Effect Model
[image: ]
Sumber: Hasil olah data E-Views 12, 2025
Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regrasi data panel sebagai berikut: 
	Y = 83,67 + 0,70*X1 – 1,41*X2 – 0,86*X3 + 0,32*X4


Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Nilai konstanta bernilai positif yaitu 83,67, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel PPh badan, PPN, Insentif Pajak, dan Administrasi Pajak konstan, maka daya saing ekonomi sebesar 83,67.
2) Koefisiensi regresi variabel PPh badan bernilai positif yaitu sebesar 0,70. Hal ini menunjukkan apabila PPh badan meningkat maka daya saing ekonomi akan naik sebesar 0,70 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan
3) [bookmark: _Hlk200661727]Koefisiensi regresi variabel PPN bernilai negatif yaitu sebesar -1,41. Hal ini menunjukkan apabila PPN meningkat, maka akan menurunkan daya saing ekonomi sebesar 1,41 dengan anggapan variabel lainnya konstan.
4) Koefisiensi regresi variabel insentif pajak bernilai negatif yaitu sebesar -0,86. Hal ini menunjukkan apabila insentif pajak meningkat, maka akan menurunkan daya saing ekonomi sebesar 0,86 dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.
5) Koefisiensi regresi variabel administrasi pajak bernilai positif yaitu sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan apabila administrasi pajak meningkat, maka akan meningkatkan daya saing ekonomi sebesar 0,32 dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.
4.7. [bookmark: _Toc206445099]Uji Hipotesis
4.7.1 [bookmark: _Toc206445100]Uji Parsial (Uji t)
      Uji t digunakan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh antara variabel PPh badan, PPN, insentif pajak dan administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi, dengan ketentuannya yaitu jika nilai probabilitas ≤0,05 dan koefisien regresi berarah negatif (H1, H2, H3) dan berarah positif (H4) maka hipotesis diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
      Berikut adalah uji parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen: 
a) Variabel PPh Badan (X1)
       Berdasarkan output pada Tabel 4.7 diketahui nilai probability variabel PPh badan sebesar 0,2259 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi (0,2259 > 0,05) dan koefisien regresi maka dapat disimpulkan bahwa variabel PPh badan berpengaruh tidak signifikan terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan menolak H1.
b) Variabel PPN (X2)
       Berdasarkan output pada Tabel 4.7 diketahui nilai probability variabel PPN sebesar 0,3530 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi (0,3530 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan menolak H2. 
c) Variabel Insentif Pajak (X3)
     Berdasarkan output pada Tabel 4.7 diketahui nilai probability variabel insentif sebesar 0,0090 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,0090 < 0,05) dan nilai koefisien regresi berarah negatif sebesar -0,86. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan H3 diterima.

d) Variabel Administrasi Pajak (X4)
     Berdasarkan output pada Tabel 4.7 Diketahui nilai probability variabel administrasi pajak sebesar 0,6681 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi (0,6681 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel administrasi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan menolak H4.
4.8. [bookmark: _Toc206445101]Pembahasan
     Berdasarkan Tabel 4.7 hasil output Eviews 12.0 dengan model Fixed Effect Model (FEM), berikut ini adalah hasil uji signifikansi dan analisis hipotesis pengaruh setiap variabel independen (PPh badan, PPN, Insentif pajak dan Administrasi pajak) terhadap variabel dependen (Daya Saing Ekonomi): 
4.8.1 [bookmark: _Toc206445102]Pengaruh PPh Badan terhadap Daya Saing Ekonomi
	Berdasarkan hasil regresi panel pengaruh variabel PPh badan terhadap variabel daya saing ekonomi pada lima negara yang telah dilakukan penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.7 nilai probability variabel PPh badan sebesar 0,2259 lebih besar dari tingkat signifikansi (0,2259>0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel PPh badan tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. 
	Berdasarkan hasil penelitian PPh badan yang diterapkan suatu negara tidak mempengaruhi daya saing ekonomi. Menurut hasil variabel PPh badan tidak menunjukkan pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi, hal tersebut dikarenakan investor lebih mempertimbangkan tarif pajak efektif, yaitu tarif yang dibayar setelah dikurangi insentif bukan tarif nominal yang ditetapkan. 
     Selain itu banyak negara di kawasan ASEAN menetapkan PPh badan tidak jauh berbeda dari satu negara dan negara lainnya, dan suatu negara menetapkan PPh badan yang tetap dalam jangka waktu yang panjang, sehingga variasi antar negara dan antar tahun tidak cukup besar untuk memberikan pengaruh terhadap daya saing ekonomi. 
	Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori optimalisasi pajak yang mengasumsikan bahwa besarnya PPh badan dapat mempengaruhi daya saing ekonomi di suatu negara. Hal tersebut didukung dengan data penelitian bahwa Indonesia dan Malaysia menetapkan tarif yang tidak jauh berbeda pada tahun 2024 yaitu Indonesia menetapkan tarif sebesar 22% dan Malaysia sebesar 24%, dan negara Singapura yang menetapkan PPh badan dari 2015-2024 sebesar 17%. Sedangkan daya saing Indonesia masih berada dibawah negara Malaysia dan Singapura selalu di posisi teratas dibandingkan dengan negara-negar ASEAN lainnya.
	Hasil penelitian ini didukung oleh Kristie & Hendrawan (2021) yang menemukan bahwa dari segi penanaman modal, kebijakan tarif PPh badan tidak memberikan dampak signifikan dan Dewi et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara statistik antara tarif PPh badan terhadap arus masuk FDI di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Beljić et al. (2023) yang menyatakan kebijakan pajak, terutama tarif PPh badan, secara signifikan mempengaruhi arus masuk FDI dengan meningkatkan daya saing suatu negara, tarif yang lebih rendah menarik investasi, sementara tarif yang lebih tinggi menghalangi mereka untuk berinvestasi.
4.8.2 [bookmark: _Toc206445103]Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Saing Ekonomi
	Berdasarkan hasil regresi panel pengaruh variabel PPN terhadap variabel daya saing ekonomi pada lima negara yang telah dilakukan penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.7 nilai probabilitas variabel PPN sebesar 0,3530 lebih besar dari tingkat signifikansi (0,3530>0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel PPN tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa menolak H2.
	PPN yang diterapkan suatu negara tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi. menurut hasil penelitian PPN yang berlaku disuatu negara tidak memberikan efek yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara tersebut, hal ini dikarenakan PPN merupakan pajak konsumsi yang dibebankan kepada konsumen akhir, sehingga tidak berpengaruh dalam membuat keputusan bagi investor asing, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu bagi investor asing PPN dibayarkan atas pembelian barang atau jasa yang dapat dikreditkan kembali, sehingga tidak menjadi beban langsung. 
	Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori optimalisasi pajak yang mengasumsikan bahwa tarif PPN yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing ekonomi di suatu negara. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh tinggi rendahnya PPN terhadap daya saing ekonomi pada negara-negara ASEAN. Hal tersebut didukung oleh data sampel penelitiannya bahwa negara yang menerapkan PPN terendah masih tidak menjadikan negara tersebut menempati posisi teratas daya saing ekonomi, diantaranya pada tahun 2022 negara Malaysia yang menerapkan PPN sebesar 6% tidak bisa memiliki daya saing yang tinggi seperti negara Singapura yang menerapkan tarif sebesar 7%.
	Hasil penelitian ini didukung oleh oleh  Johan Putra & Dewanti Nabila (2022) menunjukkan bahwa PPN tidak berpengaruh terhadap PDB dan juga pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Nur Jadidah et al. (2025) yang menemukan bahwa kenaikan tarif PPN tidak memiliki pengaruh terhadap potensi penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Nicholson et al. (2010) yang menyatakan bahwa kenaikan PPN mengurangi volume perdagangan, berdampak pada ekspor dan impor, dengan efek yang lebih kuat diamati di sektor ekstraktif dan intensif lokasi, sehingga mengurangi daya saing perdagangan AS secara keseluruhan.
4.8.3 [bookmark: _Toc206445104]Pengaruh Insentif Pajak terhadap Daya Saing Ekonomi
	Berdasarkan hasil regresi panel pengaruh variabel insentif pajak terhadap variabel daya saing ekonomi pada lima negara yang telah dilakukan penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.7 nilai probability variabel intensif pajak sebesar 0,0090 lebih besar dari tingkat signifikansi (0,0090>0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel intensif pajak berpengaruh signifikan terhadap daya saing ekonomi. Pada tabel 4.7 dapat dilihat koefisien regresi berarah negatif sebesar -0,86 yang berarti semakin rendah besar intensif pajak yang diterapkan disuatu negara dapat meningkatkan daya saing ekonomi di negara tersebut. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa intensif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap daya saing ekonomi, maka H3 diterima.
	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak yang diterapkan oleh suatu negara maka akan berdampak pada pendapatan negara yang mencerminkan efektivitas intensif tersebut dalam meningkatkan daya saing ekonomi negara. Nilai intensif pajak yang semakin tinggi mencerminkan bahwa potensi pendapatan negara berkurang, dan sebaliknya apabila nilai insentif rendah maka potensi pendapatan negara bertambah, oleh karena itu negara-negara ASEAN sebaiknya menetapkan insentif dengan baik dengan memperhatikan besaran insentif yang akan diberikan dan harus tepat sasaran agar pendapatan negara tidak berkurang dan tetap dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investor asing. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori optimalisasi pajak yang mengasumsikan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan tinggi maka akan mengurangi potensi pendapatan negara sehingga daya saing ekonomi negara mengalami penurunan. Semakin banyak pendapatan negara berkurang maka semakin turun juga daya saing ekonomi negara tersebut.
	Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi intensif pajak yang diterapkan maka akan menurunkan daya saing ekonomi negara, didukung oleh data sampel penelitian diantaranya pada tahun 2021 negara Filipina memiliki nilai tax expenditure sebesar 27,20% dari total PDB (nilai terbesar diantara tax expenditure negara lain) dan memiliki daya saing ekonomi sebesar 52,01 yang merupakan daya saing ekonomi terendah di antara daya saing negara lain yang diteliti. Hal ini dikarenakan besar insentif pajak yang diukur melalui tax expenditure atau pengeluaran pajak mencerminkan potensi pendapatan negara yang berkurang. Semakin besar pendapatan negara yang berkurang membuat negara kehilangan pendapatan dari yang seharusnya, sehingga pendapatan yang digunakan oleh negara untuk meningkatkan daya saing ekonomi justru berkurang.
	Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kumar et al. (2024) menemukan bahwa insentif pajak perusahaan dapat menarik investasi jangka pendek, namun jangka panjangnya bergantung pada kerangka ekonomi dan kelembagaan yang lebih luas. Dan penelitian oleh Appiah-Kubi et al. (2021) menemukan bahwa tanpa restrukturisasi insentif pajak yang tepat hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Herdiyati & Wahyudi (2020) menemukan bahwa di Indonesia insentif pajak seperti tax holiday tidak mencapai target yang diharapkan, penelitian ini juga menemukan bahwa hanya 9 dari 18 sektor bisnis yang terkena kebijakan tax holiday ini.
4.8.4 [bookmark: _Toc206445105]Pengaruh Administrasi Pajak terhadap Daya Saing Ekonomi
	Berdasarkan hasil regresi panel pengaruh variabel administrasi pajak terhadap variabel daya saing ekonomi pada lima negara yang telah dilakukan penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.7 nilai probabilitas variabel administrasi pajak sebesar 0,6681 lebih besar dari tingkat signifikansi (0,6681>0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel PPN tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa menolak H4.
	Berdasarkan hasil penelitian, administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi. menurut hasil penelitian administrasi pajak yang tercermin pada persentase pendapatan pajak terhadap PDB, menunjukkan pendapatan pajak tersebut tidak memberikan pengaruh pada daya saing ekonomi suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pendapatan pajak tersebut didapatkan bukan hanya dari efisiensi dan kemudahan administrasi perpajakan suatu negara tetapi juga bisa disebabkan oleh basis pajak yang luas atau tarif pajak yang tinggi, yang tidak mencerminkan administrasi pajak yang efektif dan mudah.
	Hasil ini tidak sejalan dengan teori optimalisasi pajak yang mengasumsikan bahwa administrasi pajak dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh pada negara-negara ASEAN yang menjadikan administrasi pajak sebagai hal yang mempengaruhi daya saing ekonomi. Hal tersebut didukung oleh data sampel penelitian bahwa negara yang memiliki administrasi pajak yang diukur dari pendapatan pajak mempengaruhi daya saing ekonomi, diantaranya pada tahun 2020 Singapura memiliki nilai administrasi pajak sebesar 17,41 dan menempati posisi daya saing paling tinggi diantara negara lainnya dengan nilai 100, tetapi Filipina yang memiliki nilai administrasi yang lebih tinggi dari nilai Singapura sebesar 20,37 justru menempati posisi daya saing paling rendah diantara negara lainnya dengan nilai sebesar 60,42.
	Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Akar Yoga Elsisi Suanti et al., 2024) yang menemukan bahwa administrasi pajak tidak secara langsung mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas, atau memperkuat daya saing ekonomi negara secara keseluruhan dan penelitian Primastiw & Dwi (2021) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yang artinya walaupun memiliki sistem perpajakan yang modern tidak dapat mendorong kepatuhan masyarakat sehingga secara tidak langsung tidak meningkatkan pendapatan negara. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Ievchenko et al. (2015) yang menemukan bahwa Administrasi pajak secara signifikan mempengaruhi daya saing pajak suatu negara.

[bookmark: _Toc206445106]BAB V
[bookmark: _Toc206445107]KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 [bookmark: _Toc206445108]Kesimpulan
Penelitian ini menguji tentang pengaruh kebijakan-kebijakan pajak seperti tarif pajak PPh badan, PPN, insentif pajak dan Administrasi pajak terhadap daya saing ekonomi pada negara-negara di kawasan ASEAN pada periode 2015-2024. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian melalui program software Eviews versi 12. Sampel dalam penelitian ini menggunakan  negara ASEAN yang memiliki data lengkap pada tahun 2015-2024, terdapat 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. 
Dari hasil analisis regresi panel data yang dilakukan menunjukkan bahwa dari empat variabel perpajakan yang digunakan dalam penelitian ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara ASEAN yang diteliti. Dalam praktiknya, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi daya saing ekonomi suatu negara.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang bisa di dapat dari pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel tarif PPh badan tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN pada periode 2015-2024. Hal ini dikarenakan variasi PPh badan antar negara tidak jauh berbeda dan penetapan PPh badan selalu sama dalam jangka waktu yang lama sehingga variasi tersebut tidak cukup untuk mempengaruhi PPh badan terhadap daya saing ekonomi.
2. Variabel tarif PPN tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN pada periode 2015-2024. Hal ini dikarenakan PPN dibebankan langsung oleh konsumen dan PPN yang dibayarkan oleh pelaku usaha dapat dikreditkan, sehingga PPN tidak memiliki pengaruh terhadap daya saing ekonomi.
3. Variabel insentif pajak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN pada periode 2015-2024. Hal ini dikarenakan variabel insentif yang diukur melalui tax expenditure, semakin tinggi nilainya artinya semakin banyak potensi pendapatan negara yang berkurang sehingga dapat menurunkan daya saing ekonomi.
4. Variabel administrasi pajak tidak menunjukkan memiliki pengaruh terhadap daya saing ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN pada periode 2015-2024. Hal ini dikarenakan besarnya pendapatan negara dari pajak tidak selalu tercermin dari kemudahan administrasi pajak, tetapi dapat disebabkan oleh luasnya basis pajak atau tarif pajak yang ditetapkan suatu negara. sehingga administrasi pajak tidak mempengaruhi daya saing ekonomi negara-negara ASEAN.
5.2 [bookmark: _Toc206445109]Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah disimpulkan, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:  
1. Bagi pemerintah disarankan untuk terus mengevaluasi kebijakan pajak agar dapat menjaga daya saing ekonomi negara seperti evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas insentif pajak dan penyederhanaan administrasi perpajakan guna meningkatkan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak. 
2. Bagi investor sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan dari tarif PPh badan, PPN dan administrasi pajak, karena berdasarkan hasil penelitian kedua pajak tersebut dan administrasi pajak di suatu negara tidak berpengaruh terhadap daya saing ekonomi. Investor juga perlu mempertimbangkan insentif pajak yang diberikan karena berdasarkan hasil insentif pajak justru berpengaruh negatif terhadap daya saing ekonomi.
3. Untuk penelitian berikutnya disarankan menggunakan pengukuran variabel pajak yang lebih spesifik terhadap kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, penggunaan effective tax rate (ETR) dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai beban pajak sebenarnya yang ditanggung oleh dunia usaha. 
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Lampiran 1 Negara Yang Dijadikan Sampel
	No
	Kode
	Nama Negara

	1.
	IDN
	Indonesia

	2.
	MYS
	Malaysia

	3.
	PHL
	Filipina

	4.
	SGP
	Singapura

	5.
	THA
	Thailand



Lampiran 2 Data Negara
	No
	Kode
	Tahun
	Y
	X1
	X2
	X3
	X4

	1
	IDN
	2015
	59.91
	25.00
	10.00
	17.60
	14.88

	2
	IDN
	2016
	62.38
	25.00
	10.00
	16.92
	14.36

	3
	IDN
	2017
	71.12
	25.00
	10.00
	16.44
	14.18

	4
	IDN
	2018
	68.92
	25.00
	10.00
	16.61
	14.92

	5
	IDN
	2019
	73.59
	25.00
	10.00
	16.36
	14.27

	6
	IDN
	2020
	66.75
	22.00
	10.00
	18.43
	12.35

	7
	IDN
	2021
	64.65
	22.00
	10.00
	18.12
	13.72

	8
	IDN
	2022
	63.29
	22.00
	11.00
	17.26
	14.95

	9
	IDN
	2023
	70.75
	22.00
	11.00
	17.00
	15.10

	10
	IDN
	2024
	71.52
	22.00
	11.00
	16.90
	14.61

	11
	MYS
	2015
	84.11
	24.00
	6.00
	24.71
	22.16

	12
	MYS
	2016
	83.05
	24.00
	6.00
	22.86
	20.25

	13
	MYS
	2017
	83.53
	24.00
	6.00
	22.04
	19.63

	14
	MYS
	2018
	85.17
	24.00
	6.00
	22.80
	20.16

	15
	MYS
	2019
	82.54
	24.00
	6.00
	23.58
	21.57

	16
	MYS
	2020
	76.39
	24.00
	6.00
	25.04
	20.14

	17
	MYS
	2021
	73.85
	24.00
	6.00
	24.45
	18.42

	18
	MYS
	2022
	68.79
	24.00
	6.00
	24.66
	20.09

	19
	MYS
	2023
	75.75
	24.00
	6.00
	24.93
	20.95

	20
	MYS
	2024
	68.13
	24.00
	8.00
	23.88
	19.92

	21
	PHL
	2015
	60.15
	30.00
	12.00
	17.79
	17.93

	22
	PHL
	2016
	65.54
	30.00
	12.00
	19.01
	18.27

	23
	PHL
	2017
	71.80
	30.00
	12.00
	19.46
	18.71

	24
	PHL
	2018
	64.65
	30.00
	12.00
	20.91
	19.43

	25
	PHL
	2019
	64.72
	30.00
	12.00
	21.72
	20.22

	26
	PHL
	2020
	60.42
	30.00
	12.00
	25.92
	20.38

	27
	PHL
	2021
	52.01
	30.00
	12.00
	27.20
	20.97

	28
	PHL
	2022
	54.66
	25.00
	12.00
	25.89
	20.41

	29
	PHL
	2023
	54.14
	25.00
	12.00
	24.66
	20.28

	30
	PHL
	2024
	52.64
	25.00
	12.00
	25.15
	21.15

	31
	SGP
	2015
	94.95
	17.00
	7.00
	14.43
	17.29

	32
	SGP
	2016
	97.65
	17.00
	7.00
	15.28
	18.53

	33
	SGP
	2017
	99.49
	17.00
	7.00
	13.60
	18.85

	34
	SGP
	2018
	98.55
	17.00
	7.00
	13.88
	17.56

	35
	SGP
	2019
	100.00
	17.00
	7.00
	14.03
	17.80

	36
	SGP
	2020
	100.00
	17.00
	7.00
	24.15
	17.41

	37
	SGP
	2021
	94.70
	17.00
	7.00
	15.55
	16.68

	38
	SGP
	2022
	98.11
	17.00
	7.00
	14.97
	16.18

	39
	SGP
	2023
	97.44
	17.00
	8.00
	14.85
	18.31

	40
	SGP
	2024
	100.00
	17.00
	9.00
	14.51
	18.94

	41
	THA
	2015
	69.79
	20.00
	7.00
	22.28
	22.46

	42
	THA
	2016
	74.68
	20.00
	7.00
	21.36
	21.77

	43
	THA
	2017
	80.10
	20.00
	7.00
	21.52
	21.10

	44
	THA
	2018
	79.45
	20.00
	7.00
	21.16
	21.36

	45
	THA
	2019
	77.23
	20.00
	7.00
	20.55
	20.98

	46
	THA
	2020
	75.38
	20.00
	7.00
	24.88
	20.41

	47
	THA
	2021
	72.51
	20.00
	7.00
	26.77
	20.02

	48
	THA
	2022
	68.67
	20.00
	7.00
	24.66
	20.05

	49
	THA
	2023
	74.54
	20.00
	7.00
	22.84
	20.86

	50
	THA
	2024
	72.51
	20.00
	7.00
	22.71
	21.42



Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif
[image: ]

	
	PPh Badan
	PPN
	Insentif Pajak
	Administrasi Pajak
	Daya Saing Ekonomi

	Mean
	22,6
	8,56
	20,44
	18,64
	75,61

	Median
	23
	7
	21,25
	19,53
	73,05

	Maximum
	30
	12
	27,19
	22,46
	100

	Minimum
	17
	6
	13,60
	12,35
	52,01

	Std. Dev
	4,12
	2,27
	4,09
	2,60
	13,81


Lampiran 4 Uji Pemilihan Model Data Panel
Hasil Uji Chow
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Hasil Uji Hausman
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Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas
[image: ]

Hasil Uji Multikolinearitas ( Metode Pair Wise Correlation)
[image: ]



Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)
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Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis
Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model
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X1 X2 X3 X4 Y

 Mean  22.60000  8.560000  20.44466  18.64720  75.61340

 Median  23.00000  7.000000  21.25747  19.53000  73.05000

 Maximum  30.00000  12.00000  27.19962  22.46000  100.0000

 Minimum  17.00000  6.000000  13.60456  12.35000  52.01000

 Std. Dev.  4.120630  2.278202  4.090487  2.604435  13.81734

 Skewness  0.306903  0.439287 -0.146408 -0.694776  0.402226

 Kurtosis  2.281527  1.569420  1.652595  2.369646  2.267527

 Jarque-Bera  1.860334  5.871773  3.960919  4.850414  2.465954

 Probability  0.394488  0.053084  0.138006  0.088460  0.291424

 Sum  1130.000  428.0000  1022.233  932.3600  3780.670

 Sum Sq. Dev.  832.0000  254.3200  819.8721  332.3710  9355.021

 Observations  50  50  50  50  50
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Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic   d.f.  Prob. 

Cross-section F 14.778689 (4,41) 0.0000

Cross-section Chi-square 44.637251 4 0.0000
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Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 59.114756 4 0.0000
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Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2024

Observations 50

Mean       -1.69e-16

Median   -0.398853

Maximum   9.062125

Minimum  -8.886704

Std. Dev.    4.151400

Skewness   -0.095498

Kurtosis    2.615735

Jarque-Bera 0.383623

Probability

 0.825463
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Dependent Variable: ABSRES

Method: Panel Least Squares

Date: 06/11/25   Time: 06:18

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -25.15913 13.13274 -1.915756 0.0624

X1 0.604292 0.292858 2.063428 0.0554

X2 1.057852 0.778811 1.358290 0.1818

X3 0.302777 0.163103 1.856352 0.0706

X4 -0.022307 0.385961 -0.057795 0.9542
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Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/11/25   Time: 05:54

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 83.67030 25.41074 3.292714 0.0020

X1 0.696643 0.566656 1.229392 0.2259

X2 -1.415583 1.506934 -0.939379 0.3530

X3 -0.865680 0.315591 -2.743044 0.0090

X4 0.322563 0.746802 0.431925 0.6681

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.909731    Mean dependent var 75.61340

Adjusted R-squared 0.892117    S.D. dependent var 13.81734

S.E. of regression 4.538378    Akaike info criterion 6.024566

Sum squared resid 844.4719    Schwarz criterion 6.368730

Log likelihood -141.6141    Hannan-Quinn criter. 6.155625

F-statistic 51.64951    Durbin-Watson stat 1.172040

Prob(F-statistic) 0.000000
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X1 X2 X3 X4

X1 1 0.63522603...0.39456525...0.05549726...

X2 0.63522603... 1 -0.0818427... -0.3381449...

X3 0.39456525... -0.0818427... 1 0.65824650...

X4 0.05549726... -0.3381449... 0.65824650... 1
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